
BUPATIBARITOSELATAN

PROVINSIKALIWANTANTRNGAH

PERATURANBUPATIBARITOSELATAN
NOMOR 4JTAHUN2O23

DmNGANRAEIMATTUIIANYANGMAHAESA

BUPATIBARITO€ELATAN,

Menimbang a.

Mengingat

bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan

penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan

pemerintah Kabupaten Barito Selatan diperlukan

pengendalian atas tindakan kecurangan yang

berindikasi pada tindak pidana korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pengendalian Kecurangan diLingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan lJegara Yang Bersih dan F3ebas Dan

Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2oi4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. fiiidang-Uiidaiig Nomor 23 Taliuii 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undrarg-'Jr5arg ?iGmor 23 Ta* un O U ter•tar.g

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Taliun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2O17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemeríntah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerali (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

MG Tahun üOi5 tentang Pembentuñan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

Peraturan Daerab Kabupaten Barito Selatan Nomor7

i aìiun 2O20 teniang remÒeniukan Produk i-iukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 7};



MEMUTUSKAN:

DC:notapkar‹ PERATL’ W BUPATI TENTAWt PENGENDALIAN

KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMEIWNTAH

KABUPATENBAIdTOSELATAN.

KFTENTUANUMUM

Pasal1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerali adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

kewenangan daerah otonom.

3 Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan vang selaniutnva disebut

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan unsur

Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

6. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan

konsekuensi potensial bagi organieasi jika resiko tersebut teijadi.

7. Kecurangan adalaH perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan

tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya

kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang

melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal2

Peraturan Bupati inidimaksud sebagai pedoman bagi pengendalian Kecurangan

diLingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Paeal3

Peraturan Bupati inibertujuan untuk mendorong pelaksanaan pengendalian

kecurangan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Paaal4

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya rencana

pengendalian kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan

baik pada tingkat kegiatan, Perangkat Daerah maupun pada tingkat Pemerintah

pqswp
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Paaal5

Ruang lingkup rencana pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Barito Selatan meliputi

a. rencana pengendalian kecurangan;

b. pembentukan timpengendalian kecurangan; dan

c. pembinaan dan pengawasan.

( 1)

(2)

Pasal6

Rencana pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Barito Selatan disusun dengan sistematika yang terdiri dari:

a. Latar belakang; dan

b. Pelaksanaan yang dilakukan melalui tahapan:

1. Identifikasi kecurangan;

2.Mitigasi kecurangan;

3.Pengendalian kecurangan; dan

4.Tindaklanjut atas rencana pengendalian kecurangan.

Rencana pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U

tercantum dalam LampiranI yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari

reraturan oupati ini.

Perangxat Daerah harus membuat rincian tahap itlentifikasi xecurangan

dan mitigasi kecurangan sebagai bentuk pengendalian kecurangan di

lingkungannya.

(2) Format pengisian tahap identifikasi kecurangan dan mitigasi kecurangan

sebagairriaiia ctirriafisud pada ayat( 1} tercaiit‘urri Paiarri Lampiran ii yaig

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana pengendalian

Keeurangan, B'apa*fi rr.era.bentiit tirr. per.ger.5oiiar. Keeurm.gm. Si

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

(2) Tim pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling

sedikit terdiri dari unsur:

a. Inspektorat Daerah;

b. - er*n-pk*t Daerah yang rr.err.bid*n.q•: uwas*.n. kepegawaiw. daerah;

c. Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan

d. Unsur terkait lain sesuai kebutuhan.

(3)Untuk membantu tugas Tim pengendalian kecurangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}dapat dibentuk sekretariat.

Sekretaiat sebagaimaria dimaksud pada ayat {3) berkedudu kan di

Inspektorat Daerah.
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Pcm entukan Tim per•genda1iar. kecurangan dan Sefirctmfiat sebagaimar.a

dimaksud dalam Pasal8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABIII

PRMBINAANDAFPENGAWÄSAN

Paaal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan

cli Dacre..

(2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pengendalian kecurangan dilingkungannya.

(3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barito Selatan.

Diundangkan diBuntok

pada tan g ;2 2023

AELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO BELATAN TAHUN 2OZ3 HOROR a
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PERATURARBUPATIBARITOSELATAN

NODdOR 1 TAMJN2023
TENTANGPRNGENDAL{AN

KECURARGANDILINGKUNGAN
PEMERINAHKABUPATENBARITO
SELATAN.

PEDOåAAHRENCANAPENGENDALIAHKECURANGANDILINGKUNGAN
PEMEIWNTAHKABUPATENBARITOSELATAN

Risiko Kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian

efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang

terjadi di media massa/televisi menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan)

bu kan penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau kelalaian, namun

terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif,

menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi ex-po:ej, kurang efektif

memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya

lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu,

praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan

perekonomian.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan Kecurangan yaitu

dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta

melakukan pengkajian risiko Kecurangan sekaligus membangun sikap yang

konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan

terjadinya korupsi. Mengkaji risiko Kecurangan telah diterapkan dalam

bentuk penilaian risiko Kecurangan atau fraud n:sk ossessment (FRA) pada

bond control plnn dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk

implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan

keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan Daerah

yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran,

pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggung|awaban, pengawasan dan monitoring.

B. Pelakaanaan

Agar rencana pengendaiian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Barito Selatan dapat terlaksana, diperlukan komitmen dan

dukungan nyata dari seluruh pimpinan Daerah, unit organisasi yang terkait

guna memperoleh sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam

pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito

>eiatan.

Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Dari

kegiatan iniakan diperoleh daftar risiko, status risiko dan peta korupsi pada

Pel*riel’ilititlâ maerali uctit iliioi i1i&3i lia3ii ‘ ei<tW3ai1actiii ciiCailct Ceil eiiCict1i&ii

Kecurangan.
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Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan dengan

tahapan sebagai berikut;

1. Identifikasi Kecurangan

a. Definisi kecurangan Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian

Kecuranganjuga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi.

Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan

semakin format, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan

dapat terjadi di segalajenis organisasi, baikyangbesar maupunyang

kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan

tersebut tersedia. Oleh karena itumanajemen harus meningkatkan

kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai dan melakukan

program pengendalian yang baik.

b. Unsur kecurangan

Kecurangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1} terdapat salah saji (misrepresentasi);

'2j masa lampau (post} atau sekarang @reoenfi,

3) fakta bersifat material;

4) kesengajaan atau tanpa perhitungan (make-knominply or

reckleooly);

5) dengan maksud (intens};

6j ada yang Liirugikan Öari salaH saji tersebui;

7) menimbulkan kerugian; dan

8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan

pelaku.

fii•rn•n. yang memper.garañ.i Kecurangan.

Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan

skenario firninstorrninp Risiko Kecurangan:

1) insentif, tekanan dari kesempatan;

2) Risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;

.8l pnpii taxi Risiko kecurangan

4) kecurangan dalam pelaporan keuangan;

5) penyalahgunaan aset;

6) korupsi; dan

7) Risiko kecurangan lainnya.

d. Penggolongan Kecurangan

Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya

gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau

perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari

pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan kerja. Pada awalnya,

Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik

tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungari,

maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat

kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal

tersebut dinamakan Red flag Fraud indicator:e!.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian

kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan meliputi:

1) kecurangan laporan keuangan;

2) av:set mi:sappropriation (penyalahgunaan aset); dan

3) corruption (Korupsi).
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Bentuk kecurangan salah satunya Korupsi Kolusi dan Nepotisme

yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan

[conflict of interestj, pC- oapm• 'b•ib<rg), pencrimaan yang tidafi

sah f ilegal \illegal gratuitie:s, pemilihan/pengangkatan pegawai

berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan

atau kerjasama antar-pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak

lain yang berdampak merugikan perusahaan maupun pemerasan

s•oara e!ior.om.i (ecor.omic .Motor.}.

e. Penyebab Kecurangan

Pada dasamya Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila;

1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan

ior_ggar dan_ *fidm*_ efe if;

2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas

mereka;

3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan

atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai

w suero n d a n ttijuan keu;angon yong merns armh timdulran

kecurangan;

4) model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien

dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan;

5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak

dapat dipecahkan, biaeanya masalah keuangan, kebutuhan

kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan

6) industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki

sejarah atau tradisi Kecurangan.

f. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat

Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut:

1) jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;

2) unsur/tahapan manajemen;

3} potensi terjadinya kecurangan;

4) probabilitas potensi kecurangan;

5) dampak kerugian kecurangan;

6) level risiko kecurangan;

7) penyebaö kecurangan; aan

8} pengendalian yang sudah ada.

2. Mitigasi Kecurangan

îvlitigasi üecurangan merupakan tinûiakan terencana aan

berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik Risiko agar bisa mengurangi

dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atan

membahayakan pemilik Risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-

kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian

Kecuraıigaıi ctapai oiıanukaıi beoagaı o'ogı•aıi a'oıi illiiigasi 'otau oeıltun

kontrol derıgan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:
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a. prevention; mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada

semua lini organisasi;

Is. ciCtCrrCr‹ce; mcnangkal pihak-pr ak ym g a ar rrcncc0a rreiak fiar

tiridakari kecurangan sehingga membuatjera;

c. dioruption; mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh

mungkin;

d. identi/cntion; mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan

*•i•mab.ar. per.genda1iw.; Sen

e. civil action prooecution,- melakukan pembinaan dan penjatuhan

sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

SaJah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko

Kecurw-•qan adalah mengb.en.ti*an kegiatan. pros•s lisn.is lerden. i-izi .i

dapat dipertimbangkan apabila paparan Risiko yang dihadapi sudah

diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh

a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan

pembayaran melalui transfer bank;

h R i*ilrn lrrirni pisi o rim pen darima n d ilrii ra n gi nen aan prnses; penis.docn

terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang

ketat; dan

c. pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi

dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan

yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi Kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yarıg

dilaksanakan manajemen dalam halpenetapan kebijakan, sistem dan

prosedur yang membantu meyakinkan balıwa tindakan yang diperlukan

sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam

mencapai3 (tiga} tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan,

efektivitas dan efısiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti

kecurangan auiareness melalui:

a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua

pegawai dan pihak eksternal;

b. identifikasi kerawanan (inilnerobility identijficotion) yang

dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses

identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan,

meiañuñan ciokumentasi serta menginiormasikan ñasii iétentiiiñasi

kepada pimpinan;

c. pelaksanaan know yoitr employee melalui proses pengenalan,

pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi

dan/rotasi karyawan dan kebijakan cuti;

penegakan kode etik {code of conduct); Plan

e. peningkatan supervisi.

3. Pengendalian Kecurangan

Retika Risico fec uraiigori meii iasii cliicieiitifinas.i, pi eve sterfte

terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat inidapat diketahui,

sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses

pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan

‘reno yang tinggi iairrya. Dernantauar tcrka5ap peiak naar

pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan
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diperbaiki dari masa kemaea, termasuk didalamnya prosedur pelaporan

keuangan yang ada. Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan

kebijakan dan prosedur perusahaan telah diiaksanakan oleh pega-*ai

yang berkaitan dengan:

a. Penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan

pegawai;

b. Pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses

informasi dalam rangka menunja.ng pelayanan;

c. Pembinaan sumber daya manusia melalui eosialisasi, visi, misi,

tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai; dan

d. Otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua

transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

efektivitas pengendalian Kecurangan antara lain:

a. review kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja

eesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau

kinerja periode aebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data

yang berbeda operasi atau keuangan satu sanna lain, bersama

dengan analisis atas perbaikan dan review atas kinerja keuangan

daerah.

b. pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilak akan untuk mengecek ketepatan,

kelengkapan, dan otorieasi trånaaksi. Dua pengelompokan luas

aktivitas pengendalian eiatem iriforinasi adalah pengendalian umum

(general contro§ dan pengendalian aplikasi (oppficotion contro§.

Pengendalian umum biaeanya mencakup pengendalian atas operasi

pusat data, pemroeesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem,

keamanan akses, pengeroÖangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.

Pengendalian int berlaku untuk mninJnme, minicomputer dan

lingkungan pemakai akhir (eld-user}.Pengendalian ini membantu

menetapkan bahwa traneakei adalah satt, diotorisasi semestinya,

fran diolaH secara lengkap dan akurat.

c. pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fieik mencakup keamanan fisik aktiva,

penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dan

akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program

komputer dan data files dan perhitungan secar-« periodik dan

pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan

pengendali.

d. pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk

membeNkmu otorisasi, percatatan transaksi, men3clcnggarakan

penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi

seseorang dalam posisi baik untuk berbuat Kecurangan dan

sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam

menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

e. meningkatlr kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan

mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

(GCG} yang saling terkait satu sanna lain agar dapat mendorong

kinerja sumber-sumber perueahaan bekerja secara efisien,

me*.•qhasiLM<. nilai ekon.orr.i jar-gka panjangyangberkesinambungan

bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara

keseluruhan.



4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis

terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat inidapat diketahui,

sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Pada saat yang bersamaan juga, manajemen hams mengevaluasi proses

pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan

Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan

pengendalian internal terhadap Risiko ini hams ditingkatkan dan

diperbaiki dari masa kemasa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan

keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara telah dilaksanakan

sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas

Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana

pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sukamara. Selain itu dilakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian dan Penanganan

Kecurangari melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi

penyelesaian Kecurangan.

b. Pelaporan Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan

menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit

memuat:

1) rekapitulasi laporan hasil deteRsi yang ditiridaklanjuti ke proses

penyelesaian;

2J kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang

telah ditetapkan;

3) rekapitulasi penyelamatan dana akibat Kecurangan dan

pengembalian dan denda yang dikenakan;

4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan

5) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim

Pengendalian dan Penanganan Kecurangan dan disampaikan

kepada Bupati.

Mitigasi, pengendalian Kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana

pengendalian Kecurangan dituangkan dalam tabel Mitigasi Risiko

iiecurangan éialam monitoring tiniiak lanjut terhaaap hasii

pemetaan/identifikasi Risiko Kecurangan. . -.
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PERATURAN BVPA‘I’I BARI‘I’O BBLA’I‘At

f OMOIZ 11 ‘T'AMTIN 2O23

TRNTANG PRNGRNDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMEIWNTAHKABUPATENBARITOSELATAN.

F£3RMAT PBNGISIAN TA2IAPAN IDBNTIFIKASI EE'•CURAHGAN DAN MITIGAHI KECURANGAN

A.FOIU4ATTAHAPID].NIFIKAsIKRCURANGAN

Instansi

Komponen

Waktu Monev

No Risil:o

1

Identifikasi titik rawan

Jenis

Kegiatan

Berp‹atensi

Kecurangan

tJnsur/ Potensi Probabilitas

fl“ahapan Terjadinya Potensi

M.xnajemen Kecurangan Kecurangan

(3) 5’

Dampak Level Risiko Faktor

Kecurangan Kecurangan Penyebala

6’*

PetunJuk Penglsian:

(1} Tuliskan secara urut. Nomor iniak,an menjadi identitas potensi kecurangan pada kolom (4)

(2} Sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotenoi terjadinya kecurangan

(3) Perencariaan/Orgariizing/Actuatin¿'/Controlling

(4) Sebutkaii aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (3)

(5) Sebutkan tingkat kemungkinan potensi kecurangan pada kolom (4} benar-herrar terjadi

*Penilaian untuk kolom 15):

1 : Tidal‹ Pernah Terjadi

2 : Pern:ah Teijadi

3 : Jarang Terjadi

8

Sista.•m

Pengen.dalian

dan

Pengavzasan

an ada

9
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4 : Seririg Terjadi

5 : Sangat Sering Terjadi

(Ö) Sebutkaii tingkat dam pak/kerugiaii terhadap in-tansi akibat terjadinya kecurangan pada kolom (4}

** Penilaian untuk kolom (6):

1 : Tidal‹ berarti

2 : Kecil

3 : Sedang

4 : Besar

5 : Bencana

(7) Perkalian angka pada kolom (5) dengan angka k‹›1om (6)

*** Apabila hasil perkalian adalah:

1-5 Level Risiko Rendah

6-11 : Level Risiko Sedang

12-25 : Level Risikc› Tinggi Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigaei terhadap potensi gratifika -i dengan level risiko tinggi

{8) 8ebutkaii kemungkinan kegiatan y:ang menyebalokan timbulnya kecurangan eebagaimana tersebut didam kolom (4)

(9) Sebutkaii pengendalian atau ketentuan UU/Percla d11yang dapat meminimalisir potensi kecurangan yang telah diidentifikasi pada kolom (4)

Instansi

Komponen

Waktu Monev

. Miti#,asi risiko da1,am monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/ identifikasi kecurangan

No Peristiwa

Risiko Kecurangan

Rencana

Mitigasi/

Perbaik,an

yang

dilakukan

3

PIC

4

Desl‹ripsi

Kegiatan

% Progres

Tindak

Lanjut

5) 6

Nilai (Skor) setelah dilaii:ukan perbaikan

Probabilitas. Dampal‹

Potensi Kerugiari

Kecurangan Kecurangan

(7)* 8 **

Level Risiko Keterangan

Kecurangan

9 *** 10
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